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ABSTRAK 

      Abul Walid Ulung : Tinjauan Dampak Kebijakan Pemutihan 

Terhadap Penerimaan Pajak    Kendaraan 

Bermotor di Sistem Administrasi Manunggal 

Satu Atap Kota Bukittinggi 

 Pembimbing  : Mega Asri Zona, S.E., M.Sc. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

tinjauan dampak kebijakan pemutihan terhadap penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Bukittinggi dengan 

membandingkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

sebelum kebijakan pemutihan dan setelah kebijakan pemutihan. Metode 

yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode penelitian yang 

digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik 

tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Data 

dikumpulkan melalui wawancara dan juga diperoleh dari sumber-sumber 

yang telah ada pada SAMSAT  Kota Bukittinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan 

bahwa kebijakan pemutihan berdampak terhadap penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor karena dengan adanya kebijakan pemutihan dapat 

meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan 

karena wajib pajak mendapat keringanan dalam membayar pajak 

kendaraan bermotor. 

 

Kata Kunci : Dampak Kebijakan Pemutihan, Pajak Kendaraan   

Bermotor      
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara berdasarkan 

undang-undang dan penerapannya bisa dipaksakan tanpa terdapatnya balas 

jasa. Iuran tersebut digunakan oleh Negara untuk melaksanakan 

pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016). Menurut 

Mardiasmo (2018:14) menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara 

umum pajak daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat 

penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah. 

Salah satu pendapatan daerah yang berkontribusi paling besar 

adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Setiap tahunnya terjadi peningkatan 

perkembangan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sudah menjadi 

kebutuhan mutlak masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. 

Selain karena bertambahnya kebutuhan akan kendaraan pribadi, faktor lain 

seperti mudahnya memiliki kendaraan bermotor juga menjadikan 

masyarakat lebih mudah tertarik membeli, apalagi datang dengan berbagai 

penawaran seperti uang muka dan cicilan pembayaran yang rendah. 
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Perkembangan ini tentunya menguntungkan bagi lembaga pemungut pajak 

kendaraan bermotor guna meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. 

Peningkatan pembelian kendaraan bermotor ini dapat meningkatkan 

jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga yang harus membayar 

Pajak Kendaraan Bermotor juga bertambah. Demi upaya meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diperlukan adanya upaya-

upaya dari pemerintah terutama pemerintah daerah.  

Berikut ini adalah jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor di 

SAMSAT Kota Bukittinggi: 

Tabel 1. Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 

2017-2021 

Tahun  Objek Tunggakan Jumlah tunggakan 

2017 4.671 Unit Rp. 6.560.789.850 

2018 5.784 Unit Rp. 7.526.943.650 

2019 7.895 Unit Rp. 9.054.998.750 

2020 11.140 Unit Rp. 9.984.468.550 

2021 15.148 Unit Rp. 7.884.667.150 

Sumber: Kantor SAMSAT Kota Bukittinggi 

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah tunggakan pajak 

kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya, tugas akhir ini penulis 

buat berdasarkan fenomena dimana banyaknya tunggakan pajak kendaraan 

bermotor sehingga pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat 

melalui program pemutihan. Dengan adanya program pemutihan 

memberikan dampak berupa penurunan jumlah tunggakan pajak yang 

terjadi pada tahun 2021 sejumlah Rp. 7.884.667.150. Hal ini yang 

dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dengan 

mengeluarkan surat Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 tentang 
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pokok dan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor serta 

pembebasan sanksi administratif pendaftaran pajak kendaraan bermotor. 

Yang berlaku sejak Juni kemudian dilanjutkan September 2021 dan 

berakhir pada Desember 2021. Kasi Pelayanan UPTD Samsat Kota 

Bukittinggi mengatakan bahwa mengingat bahwa di Kota Bukittinggi ini 

banyak sekali kendaraan bermotor yang menunggak pajak. 

Pemutihan perpajakan dan kesadaran wajib pajak merupakan hal 

penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak 

kendaraan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna 

menertibkan para wajib pajak yang telah lama tidak membayarkan 

kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan dengan cara menghapus 

beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu.  

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu sikap menyadari, mengetahui, 

dan mengerti perihal kewajiban Wajib Pajak dan menyadari fungsi pajak 

sebagai sumber pembiayaan negara guna menyejahterakan masyarakat 

(Marjuki, 2014). Kesadaran Wajib Pajak atas perpajakan sangat diperlukan 

guna meningkatkan kepatuhan dan membantu pemerintah dalam 

mengelola keuangan. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan 

seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan 

peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka 

pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik 

(Noviana, 2015). 

Dalam rangka mengoptimalisasi pendapatan daerah Provinsi 
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Sumatera Barat dan dana bagi hasil pajak untuk kabupaten atau kota serta 

mempedomani pasal 74 undang-undang nomor 22 tahun 2009. 

Pembebasan pokok PKB berlaku untuk PKB yang menunggak 2 tahun ke 

atas atau lebih dari 5 tahun atau kendaraan dari tahun 2015. Sehingga 

hanya dipungut pokok tunggakan pajak 1 tahun terakhir dan 1 tahun 

berjalan sesuai dengan jatuh tempo pajaknya. Maka pemutihan ini 

diberlakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan keadaan 

dari kemudahan melalui pemutihan pajak. Pemutihan pajak bertujuan agar 

wajib pajak yang selama ini menunggak pajak kendaraannya bisa 

melakukan pembayaran pajak pada saat pemutihan, di dalam program 

pemutihan ini wajib pajak yang menunggak tidak dikenakan denda, 

dengan adanya pemutihan ini masyarakat hanya membayar pokok 

pajaknya saja. 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya 

disebut SAMSAT adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggara 

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB), pembayaran Sumbangan Wajib Pajak Dana Kecelakaan Lalu 

Lintas Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor 

Bersama SAMSAT (SWDKLLJ) (Penyelenggaraan Sistem Administrasi 

Menunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, 2015). Sistem pemungutan 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) di Bukittinggi dilaksanakan di Kantor Sistem 
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Administrasi Satu Atap (SAMSAT) Kota Bukittinggi yang beralamat di 

jalan Medan Lama Gadoet, Gadut, Kec. Tilatang Kamang, Kabupaten 

Agam, Sumatera Barat 26124.  

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fenomena di atas, 

dilakukan oleh Irfandy, Domai, dan Hadi (2013) melakukan penelitian 

mengenai implementasi pemutihan pajak di Jawa Timur pada tahun 2012. 

Hasilnya menunjukkan realisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 

melalui pemutihan pajak berjalan secara efektif, hal ini ditunjukkan 

dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah melampaui 

target. 

Selain itu Fristyalia (2015) serta Ekasari dan Akbari (2017) 

melakukan penelitian mengenai pemutihan pajak di Jawa Timur pada 

tahun 2014 dan tahun 2016. Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat 

perbedaan yang signifikan sebelum kebijakan pemutihan pajak dan setelah 

kebijakan pemutihan pajak dilaksanakan terhadap peningkatan penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor. 

Dari pembahasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian di SAMSAT Bukittinggi karena memiliki populasi 

perkembangan kendaraan bermotor yang cukup tinggi seiring dengan 

tingginya jumlah penduduk kota Bukittinggi. Selain itu, Kota Bukittinggi 

memiliki kemudahan akses bagi peneliti. Oleh sebab itu peneliti 

membahas apakah dengan adanya kebijakan pemutihan pajak kendaraan 

bermotor dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar 
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pajak, maka peneliti bermaksud untuk menyusun tugas akhir yang 

berjudul: “Tinjauan Dampak Kebijakan Pemutihan Terhadap 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap Kota Bukittinggi.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan 

merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penerapan kebijakan pemutihan terhadap penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) Kota Bukittinggi? 

2. Bagaimana tinjauan dampak kebijakan pemutihan terhadap penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap (SAMSAT) Kota Bukittinggi? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan pemutihan 

terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sistem Administrasi 

Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Bukittinggi? 

4. Bagaimana upaya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(SAMSAT) Kota Bukittinggi dalam meningkatkan Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau dampak 

kebijakan  pemutihan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di 
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Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kota Bukittinggi.  

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang diharapkan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai dampak kebijakan pemutihan terhadap 

penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui pendapatan Kantor 

SAMSAT Bukittinggi serta menjadi pedoman untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Kantor SAMSAT 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan 

kinerja Kantor SAMSAT Bukittinggi terutama dalam meningkatkan 

penerimaan pajak. 

3. Bagi Pihak Lain 

a. Masyarakat 

Diharapkan masyarakat sadar diri serta mengetahui pentingnya 

pembayaran pajak, sehingga masyarakat dapat patuh dalam 

memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. 

b. Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan menjadi salah 

satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat 

mengangkat topik pada bidang dan permasalahan yang serupa. 


